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BelanjaTak Langsung

KOORDINATOR
Data dan Informasi
Forum Indonesia
untuk Transparansi
Anggaran (Fitra),
Ahmad Taufik,
menjelaskan ban-
tuan sosial (Bansos), termasuk
baﬂin dari belanja pemerintah.
Belanjanya bersifat tidak lang-
sung. Dalam artian, tidak teri-
kat program kegiatan.

. _Kalau yang langsung seper-
ti pendidikan, seperti program
wajib belajar. Nah, kalau Bansos
ini sama sengan belanja peme-
rintah. Seperti bantuan kepada
masyarakat, kelompok ma-

_ syarakat, organisasi kemasyara-
katan,” kata Ahmad Taufik ke-
pada Tribun, Kamis (20/2).
~Ia menjelaskan, secara atu-
ran, dalam peraturan menteri
dalam negeri (Permendagri),

Belanja Tak Langsung

mekanisme Bansos
tidak boleh ber-
ulang. Seumpama-
nya, tahun ini dapat,
n?akamhunbg:ﬁlt-
nya tidak boleh te-
rima lagi. Juga tidak
boleh hanya itu-itu saja. :

“Penerima Bansos juga wa-
jib melaporkan dan memper-
tanggungjawabkan bantuan
yang diterima. Biasanya se- .
muanya dibagi rata. Namun
selama ini, pertanggung jawa-
bannya jarang atau tidak per-
nah dilaglorkan,” ujarnya.

Kondisi ini lah menurutnya
yang biasanya menjadi temuan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

Bagaimana mekanisme
pencairannya, untuk aturan

# Bersambung ke Hal. 7

Sambungan Hal. 1

baru Ahmad Taufik mengaku
belum mengeceknya. “Namun
biasanya ada yang diberikan
langsung, ada yang melalui
proposal, di mana secara pro-
gram dan tujuanya jelas. Ini
yang menjadi prioritas peme-
rintah daerah,” ujarnya.

Namun yang jadi pertanya-
an menurutnya adalah meng-
apa %emerintah mengalokasi-
kan Bansos. Mengapa tidak
dimasukkan ke dalam belanja
langsung saja. Sebab kapasitas
‘pemerintah daerah itu tidak
terlalu banyak.

Makanya sebagain ditaruh
dibelanja langsung, di program
dan prioritas yang memang

untuk pembagunan daerah.
Sebagian lagi ada beberapa
seperti hibah dan Bansos.
“Mungkin boleh dilihat apakah
ada korelasi antara bantuan
yang diberikan dengan aplika-
sinya. Dalam kaitan dengan

impin daerah, ini juga bisa
dicek. Kenapa misalkan suatu
organisasi bisa dapat terus,”
papar Ahmad.

Dari modus itu menurutnya
dilihat, pada audit BPK yang
ada, biasanya laporan tidak
sesuai dengan kondisi yang ada
atau peruntukkannya. Laporan

ang disebut fiktif itu, hanya
aporan tapi tidak dilakukan.
“Audit sosial juga bisa. Mi-

salnya ada yang dapat Bansos,
kita bisa cek dana tersebut
digunakan untuk apa. Artinya
eran masyarakat juga dapat
dilakukan,” tegasnya.

Ia mengatakan Bansos me-
mang rentan dikorupsi karena
secara aturan, tidak mengikat.
Dalam hal ini, kewenagan pe-
merintah daerah cukup besar.
Bartsos juga rentan terhadap
kepentingan politik. “Itu ibarat-
nya kan uang pribadi. Tetapi
nyatanya dana APBD maupun
APBN. Jadi setiap pemerintah
daerah semua mempunyai be-
lanja daerah, siklusnya akan
naik ketika ada pemilihan ke-
pala daerah,” ujarnya. (zul)
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